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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prostitusi seolah-olah sudah menjadi gaya hidup dalam kehidupan

masyarakat saat ini. Bentuk pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan

menggunakan jalan pintas yakni menjajahkan diri kepada seseorang agar

mendapatkan uang. Keadaan ekonomi yang kurang memadai seringkali

menjadi salah satu faktor sehingga seorang wanita rela untuk dipekerjakan

sebagai pekerja seks komersial oleh mucikari sehingga dalam prakteknya tidak

semua wanita yang dipekerjakan adalah korban tetapi ada yang menawarkan

diri mereka sendiri untuk ditawarkan kepada pengguna jasa prostitusi atau

biasa disebut dengan sebutan lelaki hidung belang.

Prostitusi merupakan masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya

saja, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan

banyak orang seperti germo, para calo, serta pengguna jasa yang sebagian

besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering luput dari perhatian aparat

penegak hukum. Dalam ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia hanya

melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara

illegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau germo, para calo,

dan pelacur sedangkan pengguna jasa seks komersial sendiri sama sekali tidak

ada pasal yang mengaturnya. Dalam pelaksanaannya, penanggulangan

prostitusi lebih banyak dilakukan dengan menertibkan dan menangkap

perempuan pelacur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan
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laki-laki para pelanggan atau pengguna jasa seks komersialnya jarang dan

bahkan tidak pernah ditangkap atau luput dari perhatian aparat penegak

hukum. Cara penertiban seperti ini menunjukkan adanya ketidakadilan gender,

karena terdapat diskriminasi terhadap perempuan. Adanya ketidakadilan

gender dapat menyebabkan sulitnya penanggulangan prostitusi, karena pelacur

merupakan paradigma interaksi antara perempuan dan laki-laki diluar

perkawinan. Dalam interaksi tersebut perempuan diibaratkan sebagai pihak

yang disewa, sedangkan laki-laki (pengguna jasa) sebagai pihak penyewa.

Masyarakat biasanya mengetahui prostitusi ini dilakukan di sebuah

daerah atau tempat, baik itu di pinggir jalan, pinggir rel, lokalisasi ataupun

tempat lainnya dengan cara pelaku menjajakan dirinya dan menunggu

pelanggan pengguna jasanya datang. Dengan adanya perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi sekarang ini serta pengaruh globalisasi cara-cara

yang dilakukan dalam bertransaksi sudah bermacam-macam, tidak lagi dengan

saling bertemu di tempat-tempat yang biasa menjajakan diri. Menggunakan

media internet adalah salah satunya. Media ini memang lebih aman jika

dibandingkan dengan langsung menjajakan di pinggir jalan ataupun tempat

lokalisasi. Dengan adanya media ini seseorang bisa lebih leluasa dalam

bertransaksi, tidak harus saling bertemu langsung antara seorang pelaku

prostitusi dengan orang yang ingin memakai jasanya

Prostitusi konvensional maupun prostitusi online telah diatur dan

dilarang secara tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

maupun dalam Perundang-undangan yang ada diluar KUHP dan menjadi
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masalah yang sangat serius dalam hukum pidana karena berdampak negatif

kepada masyarakat, akan tetapi tidak dijelaskan secara langsung modus

operandi yang digunakan. Dalam era modern ini pelacuran via internet kini

menjadi trend bisnis prostitusi. Pengelola bisnis prostitusi memanfaatkan

jaringan internet yang luas dan domain gratis untuk melancarkan kejahatannya.

Apabila dikaitkan dengan prostitusi umum (bukan secara online) maka

KUHP mengaturnya dalam dua Pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP.

Di Pasal 296 KUHP menyatakan ‘barangsiapa dengan sengaja menyebabkan

atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya

sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling

lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah’.

Sedangkan dalam Pasal 506 KUHP menyatakan ‘barang siapa menarik

keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai

pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Sanksi hukum yang tegas dan pemberantasan penyakit sosial yang

sudah membudaya ini menjadi harapan besar dari masyarakat. Namun dalam

kenyataan yang ditemui di lapangan, pengguna jasa prostitusi ini dibiarkan

lepas dan tidak ditindaki dikarenakan kebingungan dari para penegak hukum

dalam menerapkan instrumen hukum yang sesuai dengan perbuatan yang

dilakukan oleh pengguna jasa prostitusi tersebut. Bisnis yang di fasilitasi oleh

teknologi memberi ruang kepada pengguna jasa prostitusi karena ketiadaan

regulasi yang mengaturnya secara jelas.
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Pengaturan mengenai prostitusi online dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia tidak hanya terdapat dalam UU Nomor 11 tahun 2008

tentang ITE dan perubahannya tetapi ada beberapa peraturan perundang-

undangan di luar UU ITE yang mengaturnya. Berikut ini penulis menguraikan

beberapa pengaturan mengenai prostitusi online dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengajukan Skripsi ini

dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGGUNA

JASA PROSTITUSI ONLINE”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pengaturan hukum bagi pengguna jasa

prostitusi online?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pengguna jasa prostitusi online?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari Permasalahan di atas, maka secara keseluruhan tujuan dari

penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan kualifikasi hukum bagi

pengguna jasa prostitusi online ?

2. Mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana dan sanksi bagi pengguna

jasa prostitusi online?
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1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan

manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pikiran atau

wawasan kepastian Hukum oleh Penegak Hukum. Serta ilmu dalam

prakteknya

b. Memperkaya konsep, teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian

yang sesuai dengan pengetahuan apakah Pengguna Prostitusi online

dapat di jatuhi Pidana.

c. Menjadi dasar refrensi untuk penelitian.

d. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya

wawasan konsep praktek apakah pengguna jasa prostitusi online dapat

di tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai tambahan refrensi dan bahan rujukan pengembangan ilmu

pengetahuan pada masa yang akan datang.

b. Memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang ilmu Hukum yang

berkaitan dengan Tanggung Jawab Pidana Pengguna Jasa Prostitusi

online.

c. Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat memperjelas sanksi bagi

pengguna jasa prostitusi online.
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1.5 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1.5.1 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Simons, istilah tindak pidana dikenal dengan

Strafbaarfeit yang menjalaskan jika tindak pidana adalah suatu

tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang

dinyatakan sebagai dapat dihukum.1

Istilah tindak pidana menunjukan pengertian gerak gerik

tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang untuk tidak berbuat,

akan tetapi degan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak

pidana. Jadi dapat disimpulkan tindak pidana adalah perbuatan yang

oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana

pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif

(melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga

perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu tetapi sebenarnya

diharuskan oleh hukum).

Perbuatan tindak pidana juga terdapat elemen-elemen

perbuatan pidana yang meliputi:

a. Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat
b. Hal ikhwal atau keadaan keadaan yang menyertai perbuatan
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
d. Unsur melawan hukum objektif
e. Unsur melawan hukum subjektif2

1 D.C. Marbun, Hukum Pidana, Surabaya : 2012, hal 20
2 Eddy O.S, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta : Cahaya Atma Pusaka, 2016,

hal. 125
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Terhadap elemen-elemen perbuatan pidana tersebut

menjelaskan bahwa tidak selamannya kelakuan dan akibat terjadi pada

waktu yang sama dan demikian pula tidak selamanya kelakuan dan

akibat terjadi pada tempat yang sama. Dan perbuatan tindak pidana

dapat dikatakan melawan hukum jika memenuhi unsur melawan

hukum yang bersifat mutlak.

1.5.2 Jenis-Jenis Delik Tindak Pidana

Di dalam tindak pidana terdapat delik-delik perbuatan tindak

pidana apa yang dapat dijatuhkan sanksi atau hukuman pidana. ada 12

(dua belas) macam delik yang dapat dijatuhkan hukuman atau sanksi

terhadap tindak pidana yang dilakukan, yaitu:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan adalah yang perbuatan yang bertentangan dengan
keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam
suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan
oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal :
pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut
“kejahatan” (mala perse). Sedangkan pelanggaran adalah
perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana
karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada
undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal : memarkir
mobil di sebelah kanan jalan (mala quia prohibita). Delik-delik
semacam ini disebut “pelanggaran”.

b. Delik Kesengajaan dan Delik Kealpaan

Sengaja atau opzet dan alpa atau culpa adalah bentuk-
bentuk kesalahan yang ada dalam suatu rumusan delik yang
menentukan berat ringannya pidana yang diancamkan.

c. Delicta Commissionis, Delicta Omissionis, dan Delicta
Commissionis Per Omissionem Commisa

Delik commisionis adalah delik yang berupa pelanggaran
terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian,
penggelapan, penipuan.
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Delik ommisionis delik yang berupa pelanggaran terhadap
perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan adalah
yang diharuskan, misal : tidak menghadap sebagai saksi di muka
pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang
memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

Delik commisionis per ommisionen commissa adalah delik
yang berupa pelanggaan larangan (dus delik commissionis), akan
tetapi dapa dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu
yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal
338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan
kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel
(Pasal 194 KUHP).

d. Delik Konkret dan Delik Abstrak

Delik Konkret dan delik abstrak selalu dirumuskan sama
seperti halnya delik formil dan delik materil.

e. Delik Umum, Delik Khusus, dan Delik Politik

Delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapa
pun. Delik khusus adalah delik yang hanya bisa dilakukan oleh
orang-orang dengan kualifikasi tertentu. Sedangkan delik politik
lebih memiliki makna sosiologis daripada yuridis karena tidak ada
satu pun di dalam perundang-undangan kita membahas tentang
delik politik.

f. Delik Merugikan dan Delik Menimbulkan Keadaan Bahaya

Pembagian delik merugikan dan delik menimbulkan
keadaan bahaya pada hakikatnya identik dengan delik konkret dan
delik abstrak.

g. Delik Tunggal dan Delik Gabungan

Delik tunggal adalah delik yang pelakunya dapat dipidana
hanya dengan satu kali saja. Sedangkan delik gabungan adalah
terlihat dari perbuatan-perbuatan pelaku yang relevan satu sama
lain.

h. Delik Biasa dan Delik Aduan

Delik biasa dan delik aduan ini memliki arti penting di
dalam peradilan pidana karena di dalam peradilan pidana
dibutuhkan delik biasa dan delik aduan agar perkara tindak pidana
tersebut dapat diproses.
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i. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil dan delik materil tidak terlepas dari makna
“perbuatan” itu sendiri. Karena istilah “perbuatan” mengandung
dua hal yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat. 3

1.6 Tinjauan Umum Tentang Prostitusi Online

1.6.1 Pengertian Prostitusi Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana

Prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual

diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.

Prostitusi merupakan penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-

laki dengan pembayaran.

Prostitusi sering disebut juga sebagai pelacur (dari bahasa latin

Prostituere atau Prostauree) misalnya berarti membiarkan diri berbuat

zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan.

Sejalan dengan itu pula Commenge mengatakan prostitusi atau

prostitusi itu adalah :

“Suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau
menjual tubuhnya, yang dilakukannya untuk memperoleh bayaran dari
laki-laki yang datang, dan wanita tersebut tidak ada pencarian nafkah
lainnya kecuali yang diperolehnya dari perhubungan sebentar-sebentar
dengan orang banyak”.4

Paul Moedikno mengatakan “Prostitusi adalah penyerahan

badan dengan menerima bayaran, kepada orang banyak guna pemuasan

nafsu seksual orang-orang itu”.5

3 Ibid, hal. 134
4Soedjono D, Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat,

Bandung : PT Karya Nusantara, 1977, hal 17.
5 Ibid, hal . 30.
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Umumnya para pelacur itu hanya mencari nafkah dengan

menjual jasa, mereka lalu disebut pendosa para pembeli dan pengguna

jasa. Kerancuan menyangkutpautkan pelacur seksualitas dan hukum

positif. Kemiskinan/pemiskin seksualitas dalam prostitusi yang

sepenuhnya bersifat pribadi bagi konsumen dan menjadi barang

komoditi bagi pelacur bukan fondasi yang kuat bagi pengurangan hak-

hak pelacur apalagi mendiskriminasikannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang

berlaku saat ini mengenai istilah pelacur ini tidak diatur secara jelas,

hanya mengenai mereka yang mencari keuntungan dari orang lain yang

menjalankan dirinya sebagai pemuas nafsu laki-laki dengan upah,

dikenal dengan istilah Germo dan diatur dalam pasal 297 KUHP yang

berbunyi :

“Perdagangan Wanita dan Laki-laki yang belum dewasa,

diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Dengan demikian yang diancam hukuman bukan pelakunya

tetapi pelaku yang memperdagangkan perempuan menjadi pelacur

itulah yang dapat diancam hukuman.

Demikianlah beberapa perumusan tentang prostitusi diatas dapat

ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan prostitusi,

prostitusi, penjaja seks, pekerja seks komersial atau persundalan adalah

peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak laki-laki (lebih

dari satu) dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai

pemuas nafsu seks si pembayar, yang dilakukan diluar pernikahan. Atau
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dengan kata lain, adalah wanita yang melakukan hubungan seksual

dengan banyak laki-laki diluar pernikahan, dan sang wanita

memperoleh imbalan uang ataupun materi lainnya.

1.6.2 Pengertian Prostitusi Online

Prostitusi Online berasal dari dua kata yang masing-masing

dapat berdiri sendiri yakni prostitusi dan online. Prostitusi adalah istilah

yang sama dengan prostitusi. Prostitusi menurut Soerjono Soekanto

dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri

kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan

mendapat upah.6

Kata terakhir dari istilah prostitusi online menggambarkan

tempat dimana aktivitas ini dilakukan. Online merupakan istilah yang

digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan

internet atau dunia maya. Dengan demikian prostitusi online adalah

kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya.

Adapun beberapa pengertian online, sebagai berikut :

Online adalah terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk
operasi, dapat berkomunikasi dengan atau dikontrol oleh komputer.
Online ini juga bisa diartikan sedang menggunakan jaringan, terhubung
dalam jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya yang
terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi7.

Pada dasarnya pengertian online adalah terhubung dengan
internet. Sejak internet menjadi semakin familiar di semua lapisan
masyarakat, mereka banyak yang memanfaatkannya sehingga
muncullah berbagai toko online yang menawarkan berbagai macam
barang yang kita butuhkan8.

6 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005,
hal 374.

7 http://aguswiraguna.blogspot.com/2012/11/pengertian-onlinewebsitesosial-media.html
diakses tanggal 21 Maret 2019 Pukul. 14.05 WIB.

8 http://pitikkedu.blogspot.com/2012/09/pengertian-online.html, diakses tanggal 21 Maret
2019 pukul 14.09 WIB.
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Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang
menghubungkan situs akademik, pemerintah, komersial, organisasi
maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan
telekomunikasi dan sumberdaya infromasi untuk jutaan pemakainya
yang tersebar di seluruh dunia.9

Internet seakan membentuk suatu realitas baru yang menjadikan
realitas kehidupan manusia terbagi secara dikotomis menjadi kehidupan
nyata dan kehidupan maya. Internet merupakan aktivitas yang sulit
dilakukan di dunia nyata dapat dengan mudah dilakukan di dunia
maya.10

Layanan internet meliputi komunikasi langsung (E-mail, Chat),
diskusi (Usenet, News, E-mail, Milis), sumberdaya informasi yang
terdistribusi (World wide web, Gopher), remote login dan lalu lintas file
(Telnet, FTP), dan aneka layanan lainnya11.

Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia di

samping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan

untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif

terhadap perkembangan manusia dan peradabannnya. Dampak negatif

yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J.E.

Sahetapy telah menyatakan dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat

kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini

berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa,

maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara

pelaksanaannya. 12

Secara garis besar, kejahatan yang berkaitan dengan teknologi

informasi dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama, kejahatan

yang bertujuan merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer.

9Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Bandung :
PT Refika Aditama, 2010, hal 24.

10 Ibid.
11 Ibid
12 Ibid, hal . 26.
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Dan kedua, kejahatan yang menggunakan komputer atau internet

sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan.13

Dalam Pembahasan mengenai prostitusi online ini membahas

mengenai praktek prostitusi atau prostitusi dengan menggunakan media

internet atau online sebagai sarana transaksi bagi mereka pekerja seks

komersial dan yang ingin menggunakan jasanya.

Jika ingin kita perdalam maknanya maka pengertian dari

prostitusi online adalah transaksi prostitusi yang menggunakan media

internet sebagai sarana penghubung antara pekerja seks komersial

dengan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi internet hanya sebagai

sarana penunjang atau penghubung saja.

1.6.3 Media Prostitusi Online Yang Digunakan

Membahas tentang prostitusi memang tidak ada habisnya,

merekapekerja prostitusi semakin canggih dan modern dalam

melakukan pekerjaan. Pekerja prostitusi tidak mau ketinggalan dalam

memanfaatkan teknologi yang ada. Harapan mereka dengan

memanfaatkan teknologi dapat mempermudah pekerjaan mereka. Salah

satu teknologi yang sangat mudah untuk digunakan salah satunya

adalah layanan internet.

Media internet di Indonesia memang bukan sesuatu hal yang

baru, semakin hari pengguna internet di Indonesia bertambah

jumlahnya, begitu pula dengan tarifnya yang semakin murah,

13 Ibid, hal . 27.
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merambah dari kota hingga ke pelosok-pelosok desa dan dapat diakses

dari macam media.

Intenet dapat digunakan untuk hal-hal yang sangat bermanfaat

seperti mencari informasi ilmiah, berita terbaru dan banyak hal lainnya,

akan tetapi dapat juga digunakan untuk hal-hal negatif dan merugikan

orang lain, seperti pencurian kartu kredit, membajak atau merusak

website orang lain dan termasuk untuk kegiatan prostitusi. Praktek

prostitusi dengan menggunkan internet ini pun terbilang masih baru,

seiring dengan perkembangan internet di Indonesia itu sendiri.

Pekerja prostitusi biasa menggunakan internet untuk

memperlancar aksinya dan akan merasa lebih aman dari razia petugas,

karena biasanya mereka menjajakan dipingir-pinggir jalan raya.

Dalam bisnis prostitusi ada beberapa macam media internet

yang digunakan oleh pekerja prostitusi untuk melakukan pekerjaannya:

1) Website

Adanya beberapa layanan website gratis ataupun berbayar

akan mempermudah pekerja prostitusi untuk mempromosikan

dirinya. Website disini biasanya dibuat oleh orang lain. Website

biasanya digunakan untuk menampilkan mereka dengan data-data

dengan lengkap seperti foto, umur, postur tubuh, harga dan lain-

lainnya. Dalam bertransaksi protitusi di website tersebut terdapat

nomor telpon yang dapat dihubungi. Baik itu nomor langsung ke

pekerja prostitusi atau nomor mucikari yang berhubungan dengan

websiter tersebut yang lalu akan mengubungi pekerja prostitusi.
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2) Forum

Forum sebenarnya berwujud sebuah website. Lagi-lagi ini

merupakan sebuah penyimpangan dari perkembangan teknologi

yang ada. Lain dengan website berbasis satu arah forum disini kita

dapat melakukan interaksi dengan banyak orang, untuk ikut

bergabung didalam forum ini kita harus terlebih dahulu mendaftar,

disini siapa saja boleh mendaftar oleh karena ini media ini juga

digunakan oleh pihak yang ingin mencari keuntungan di bisnis

prostisusi.

3) Jejaring Sosial

Kemunculan situs jejaring sosial atau dalam bahasa Inggris

Social Network diawali dari adanya inisiatif untuk menghubungkan

orang-orang dari seluruh belahan dunia. Harapannya agar mereka

tetep saling dapat berhubungan dengan keluarga, sahabat,

menemukan kawan lama atau hanya sekedar bincang-bincang.

Jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-

elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukan jalan

dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari

mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga.

Sama seperti halnya menggunakan website sebagai sarana

bisnis prostitusi online, di jejaring sosial facebook mereka

memajang foto-foto dan data-data lainnya untuk menarik pelanggan.

Penggunaan jejaring sosial dalam bisnis prostitusi merupakan hal

yang sangat baru, dibanding dengan menggunakan media-media

yang lainnya.
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4) Aplikasi

Media yang digunakan oleh pekerja dibidang prostitusi ini,

memanfaatkan aplikasi atau program-program yang umumnya

adalah program interaksi antar pengguna, misalkan program untuk

berbincang-bincang (Chat) telephone suara (Voice Call) ataupun

telepon gambar (Video Call). Wujud jadi program- program tersebut

contohnya adalah Yahoo Massanger, CamFrog, mIRC, Skype dan

lain-lain.14

1.6.4 Pelaku Dalam Praktek Prostitusi Online

Berikut beberapa pelaku dalam praktek tindak pidana prostitusi online:

1) Mucikari

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk

kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur

atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah

orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik"

pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks,

khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak

berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan

sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari

penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian.

Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini,

karena banyak PSK yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak PSK

yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat

terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh"nya. Seperti ini

14 http : // repository.uinjkt.ac.id / dspace / bitstream / 123456789 / 2288/1 /
AHMAD%20ROSYADI- FSH.pdf diakses pada tanggal 21 Maret 2019 pukul 16.44 wib.
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pula mucikari dalam dunia prostitusi online, mereka hanya sebagai

penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki

hidung belang.

2) Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja seks komersial (PSK) adalah seseorang yang

menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang

atau disebut pelacur. Pekerja seks komersial sebutan yang

diperhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita

tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial.

Praktek prostitusi dimanapun pekerja seks komersial inilah yang

menjadi obyek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi.

PSK dalam dunia online ada macamnya, ada yang secara langsung

tanpa mucikari menawarkan diri dan ada yang memang

menggunakan pihak lain dalam hal ini adalah mucikari.

3) Pihak-pihak lain

Disinilah bedanya prostitusi yang pada umumnya ada

dengan prostitusi melalui media online. Ada pihak-pihak lain yang

secara tidak langsung mendukung adanya praktek asusila ini. Pihak-

pihak ini adalah mereka yang menyediakan media-media yang

digunakan oleh pekerja seks komersial untuk mempromosikan

dirinya. Karena menggunakan media online seperti website, forum,

aplikasi dan lainnya maka para pemilik dari website atau forum ini

lah yang menjadi pihak yang secara tidak langsung mendukung

adanya praktek prostitusi online ini. Tidak sampai disitu, pemilik
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server tempat para pemilik website ataupun forum menempatkan

data-data mereka agar dapat diakses oleh siapa saja. Jadi sangat luas

bagaimana mata rantai dari praktek prostitusi online ini sampai bisa

terjadi.

4) Pihak Pengguna Jasa

PSK Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak

pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi

prostitusi online ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga

memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini.

Namun pihak pengguna jasa inilah yang menjadi target bagi pemilik

website atau forum prostitusi online untuk menggunakan jasa PSK

darinya.15

1.6.5 Pengguna Jasa Prostitusi Online

Pengguna jasa merupakan gabungan dari dua kata yaitu

pengguna dan jasa. Pengguna adalah orang yang menggunakan

sesuatu16, sedangkan jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang

melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-

barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.17

Para ahli memiliki pandangan tersendiri terhadap pengertian jasa,

yaitu:

1) Phillip Kotler:

Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan

oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangibel

15 Ibid
16 https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article diakses pada tanggal 21 Maret 2019 pukul

17.15 WIB.
17 http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa diakses pada tanggal 21 Maret 2019 pukul 23.17 WIB.
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dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun.

Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu

produk fisik.

2) Adrian Payne:

Jasa adalah aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah

elemen (nilai atau manfaat) intangibel yang berkaitan dengannya,

yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan

barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.

Perubahan daiam kondisi bisa saja muncul dan produksi suatu jasa

bisa memiliki atau bisa juga tidak mempunyai kaitan dengan produk

fisik.

3) Christian Gronross:

Jasa adalah proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas
intangible yang biasanya (namun tidak harus selalu) terjadi pada
interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan atau sumber daya
fisik atau barang dan atau sistem penyedia jasa, yang disediakan
sebagai solusi atas masalah pelanggan". Interaksi antara penyedia
jasa dan pelanggan kerap kali terjadi   dalam jasa, sekalipun pihak-
pihak yang terlibat mungkin tidak menyadarinya. Selain itu,
dimungkinkan ada situasi di mana pelanggan sebagai individutidak
berinteraksi langsung dengan perusahaan jasa.18

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka jasa pada
dasarnya adalah sesuatu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1) Sesuatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi kebutuhan

konsumen
2) Proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak

menggunakan bantuan suatu produk fisik.
3) Jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan.
4) Terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.19

1.7. Tinjauan Tentang Pertanggung Jawaban Pidana

18 Ibid
19 http://irwansahaja.blogspot.com/2013/05/pengertian-jasa-karakteristik-jasa-dan.html

diakses pada tanggal 21 Maret 2019 pukul 23.48 Wib
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1.7.1 Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas
culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa
asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan
berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.
Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana
berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup
kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious
liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah
kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti)
maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep
merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana
kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.20

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah
suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau
tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang
terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan
bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur
yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Pertanggungjawaban
pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak
pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-
undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan
perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang
melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan
tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang
mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat
dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai
kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.21

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa
hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan
makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut
digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak
dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi
yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja
dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban
tugas (overbelasting) dalam melaksanakannya.22

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana,
harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis

20 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hal 23.

21 Moeljatno, Op Cit. hal . 41.
22 Ibid, hal . 23.
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yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa).
1. Kesengajaan (opzet) Sesuai teori hukum pidana Indonesia,

kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:
Kesengajaan yang bersifat tujuan. Bahwa dengan

kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat
dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh
khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu
tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena
dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si
pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang
menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

Kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini
ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk
mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar
bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Kesengajaan
ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan
terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan
suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai
kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang
menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan
seseorang yang dilakukannya23

2. Kelalaian (culpa)

Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan,
bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding
dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan
delik semu (quasideliet) sehingga diadakan pengurangan pidana.
Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang
menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang
diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu
sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu
kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu
maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu
menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam
dengan pidana. 24

Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui bahwa terdapat dua

unsur kesalahan sehingga seseorang patut mempertanggungjawabkan

perbuatannya di depan hukum, yaitu kesengajaan dan kelalaian.

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

23 Ibid, hal . 46.
24 Ibid, hal . 48.



22

1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh
hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa
akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan
itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah
piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali
tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul
karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai
pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana
sikap berbahaya

2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh
hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan
penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata
dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.25

Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan

tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada

alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana

yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab

maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada

kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh

sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan

sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah

dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan,
maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan
lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu
yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap
diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal
bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-
tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak
normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus
terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak
terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa
kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan

25 Ibid, hal . 49
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tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak
dipidana jika tidak ada kesalahan.26

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam

Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang mengatur: “Barangsiapa melakukan

perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena

jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak

dipidana”. Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu

disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia

masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan.apabila hakim

akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus

memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris

dan syarat psikologis.

Penjelasan mengenai kedua syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna
akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiote),
yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa
dan keadaan ini harus terus menerus.

b) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si
pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan
jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya
tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.27

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang

baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (intelektual factor)

yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak.

Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan

tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor

perasaan (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya

26 Ibid
27 Ibid, hal . 51.
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dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Sebagai konsekuensi dari dua hal tersebut maka orang yang tidak

mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik

buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan

tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa

pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang

yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana

dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut

mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung

jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai

kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu

melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan

pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang

tersebut.

1.7.2 Macam-macam Pertanggungjawaban Pidana

Macam-macam pertanggungjawaban, menurut Widiyono adalah

sebagai berikut :

a. Tanggung jawab individu.

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat
bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari
perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi
atau tanggung jawab sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu
masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai
nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai
martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat
kebebasan.
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Friedrich August von Hayek mengatakan, Semua bentuk
dari apa yang disebut dengan tanggungjawab kolektif mengacu pada
tanggung jawab individu. Istilah tanggungjawab bersama
umumnya hanyalah digunakan untuk menutup-nutupi
tanggungjawab itu sendiri.

Tanggung jawab dan kebebasan. Kebebasan dan tanggung
jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggungjawab
terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya
hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa
tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.

Tanggung jawab sosial. Dalam diskusi politik sering
disebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap
sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara
umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada,
tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab
pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam
ukuran yang tinggi.

Tanggung jawab terhadap orang lain. Setiap manusia
mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban
moral atau hukum untuk bertanggung jawab terhadap orang lain. 28

1.8 Bentuk Sanksi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur

dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Pokok
a. Pidana mati
b. Pidana penjara
c. Pidana kurungan
d. Pidana denda

2. Pidana Tambahan
a. Pencabutan hak-hak tertentu
b. Perampasan barang-barang tertentu
c. Pengumuman putusan hakim29

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik terdapat 1 (satu) jenis sanksi pidana, namun pidana mati

28Widiyono,Wewenang Dan Tanggung Jawab, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004, hal 27.
29 http://raypratama.blogspot.com/2014/11/jenis-jenis-sanksi-pidana-berdasarkan.html

diakses pada tanggal 26 Juni 2019 pukul 05.00 wib
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tidak digunakan/diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu ;

a. Pidana penjara

b. Pidana denda

Adapun mengenai kualifikasi urut-urutan dari jenis-jenis pidana

tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang

terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan

adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok , dan biasanya

bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali

bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis,

261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut :

a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali

dalam hal perampasan barng-barang tertentu terhadap anak-anak yang

diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan

kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).

b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana

pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya

bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan

sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan

Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).

c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu

tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat

dijalankan.

Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas

adalah sebagai berikut :
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1) Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 11 KUHP yaitu :

“pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantunngan pada leher

terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri’.

Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana

mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP,

Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4)

KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP,

Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP.

Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, 9, 10, 14 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme. Berdasarkan Pasal 15 pidana mati juga bagi perbuatan

jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan, sarana atau keterangan

terjadinya tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia terhadap

delik tersebut di muka (Pasal 6, 9, 10, dan 14).

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi

putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan Fiat Eksekusi dari

Presiden (Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun

seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian

untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus juga

memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat di dalam

ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 3 Tahun 1950 tentang
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Permohonan Grasi yang menyatakan :

1) Jika pidana mati dijatuhkan oleh Pengadilan maka pelaksanaan
dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari
terhitung mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu
menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian bahwa
dalam hal keputusan dalam pemerikasaan ulangan yang
dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu
dihitung mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah
diberitahukan kepada terpidana.

2) Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut di atas tidak
mengajukan permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam
Pasal 6 ayat (1) yakni Panitera dari pengadilan yang telah
memutuskan perkaranya pada tingkat pertama harus
memberitahukan hal tersebut kepada Hakim atau Ketua
Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan tersebut dalam Pasal
8 ayat (1), (3) dan (4) yakni Hakim, Ketua Pengadilan, Kepala
Kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama
serta Jaksa yang melakukan penuntutan pada peradilan tingkat
pertama dengan catatan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8
berlaku dalam hal ini.

3) Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan
Presiden itu sampai kepada Kepala Kejaksaan yang dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) atau pada pegawai yang diwajibkan
putusan hakim.

Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan

Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon

pengampunan atau grasi dari Presiden.

Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang

sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang

Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana

mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

b. Pidana Penjara

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, menegaskan
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bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa

kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan

kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga

berupa pengasingan.

Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu

hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh

Roeslan Saleh (Tolib Setiady, 2010 : 92), bahwa :

Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan

kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur

hidup atau untuk sementara waktu.

Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga

ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara

dua puluh tahun).

Sedangkan P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa :

Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa

pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang

dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga

Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua

peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan

yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang

telah melanggar peraturan tersebut.

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara

otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut
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terbatasi, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya

dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-

lain.

Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang

jika seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan

oleh Andi Hamzah , yaitu :

Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan

saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga

narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti :

1) Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu). Di

negara liberalpun demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian

pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan

perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.

2) Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik

bebas dari perlakukan manusia yang tidak baik.

3) Hak untuk bekerja pada perusahan-perusahan. Dalam hal ini telah

diperaktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu.

4) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja

izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain).

5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup.

6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan

merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut

hukum perdata.

7) Hak untuk kawin. Meskipun adakalanya seseorang kawin



31

sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan

keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka.

8) Beberapa hak sipil yang lain.

c. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana

penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan.

Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang

terpidana dengan mengurung orang tesebut di dalam sebuah lembaga

kemasyaraktan.

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan

dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP,

bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam

Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan

ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-

kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah

dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa :

“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada

pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan

Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana

kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

Menurut Vos (A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2006 :

289), pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu:

1) Sebagai custodia honesta untuk tindak pidana yang tidak
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menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delic culpa dan

beberapa delic dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal

182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal

tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos

sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.

2) Sebagai custodia simplex, suatu perampasan kemerdekaan untuk

delik pelanggaran.

Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana

kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana

tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat

kerja negara.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua

dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda

adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut

oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh

karana ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Menurut P.A.F. Lamintang bahwa :

Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II

KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun

bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik

baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan

pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok
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tersebut secara bersama-sama.

Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang

lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana

pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh

orang atas nama terpidana.

2) Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana

pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-

hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan

ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus.

Menurut Hermin Hadiati bahwa ketentuan pidana tambahan ini

berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan

tersebut adalah :

1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok.

Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-

satunya.

2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan

suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini

berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.

3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan

kepada beberap perbuatan pidana tertentu.

4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu

perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah
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fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya

atau tidak.

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat

sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif

inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam

kemungkinan mendapat grasi.

a. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang

dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan

berdasarkan aturan-aturan umum;
4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan,

hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu
pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;

5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau
pengampuan atas anak sendiri;

6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1)

KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak

sebagai berikut :

1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka
lamanya pencabutan adalah seumur hidup.

2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana
kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling
banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.

3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua
tahun dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim
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dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat

seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus

ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

b. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis

pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda.

Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat

dalam Pasal 39 KUHP yaitu :

1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan

atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat

dirampas;

2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan

dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan

putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan

dalam undang-undang;

3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang

diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang

yang telah disita.

4) Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya

diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak

diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim

tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan

paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika

barang-barang yang dirampas diserahkan.

c. Pengumuan Putusan Hakim
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Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP

yang mengatur bahwa:

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan

berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya,

harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas

biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim han ya

dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini

dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar

dari kelihaian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana

tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan

berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.

Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja

yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-

kejahatan :

1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang

keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.

2) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang

yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau

karena alpa.

3) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka

atau mati.

4) Penggelapan.
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5) Penipuan.

6) Tindakan merugikan pemiutang.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan

kajian penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, bahan hukum tersier, dan wawancara langsung kepada

pengguna jasa prostitusi online. Bahan-bahan tersebut disusun secara

sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya

dengan masalah yang diteliti.

Penelitian yang dikaji penulis seiring dengan definisi dari

penelitian hukum normatif, diteliti dan disusun secara sistematis dengan

menggunakan bahan pustaka, baik bahan hukum primer seperti, bahan

hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk selanjutnya ditarik suatu

kesimpulan dengan masalah yang diteliti. Telaah terhadap unsur hukum

yang dimaksud dalam penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui

unsur yurisdiksi yang terdapat dalam kasus perompakan kapal di perairan

laut lepas secara normatif.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis

normatif, yang maksud dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan

masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pihak yang
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berwenang dan masyarakat pada umumnya dalam praktek

“Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online”.

Pembahasan ini bermaksud untuk mengetahui dan memahami

pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa

prostitusi online sesuai dengan aturan hukum yang sudah ada.

Penggunaan metode yuridis normatif dalam penelitian skripsi ini, yaitu

hasil dari penelitian bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari

bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1.9.2 Sumber Data

Penelitian hukum memerlukan sumber penelitian untuk

memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai yang

seyogyanya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, sumber penelitian hukum

dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan

hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum

tersier. 30

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat

autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer

terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim31.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

30 Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Group,
2005, hal 141

31 Ibid, hal 141
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer

seperti :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

Transaksi Elektronik

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi

tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,

jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan

pengadilan32.

Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai pendukung

untuk menelaah segala isu hukum dalam penelitian ini diantaranya

adalah dokumen publik dan catatan resmi (public documents and

officials records) yaitu dokumen peraturan perundangan yang

berkaitan dengan pengguna jasa prostitusi online dalam ranah hukum.

Selain itu penulis memperoleh bahan hukum dari buku-buku teks,

wawancara, jurnal-jurnal, artikel, penelitian terdahulu, media

elektronik serta media massa yang mengulas mengenai

pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi online yang

dimaksud serta sumber lain yang memiliki korelasi untuk mendukung

penelitian ini.

32 Ibid, hal 141
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1.9.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum yuridis

normatif terdapat teknik yang dapat digunakan secara sendiri-sendiri

atau terpisah maupun digunakan bersama-bersama sekaligus yang

terdiri dari :

Studi Pustaka/Dokumen

a. Studi dokumen merupakan tahap awal dari setiap kegiatan penulisan

hukum (baik normatif maupun sosiologis). Studi dokumen bagi

penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

hukum tersier.

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian

kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan,

buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi

kepustakaan bagi penelitian hukum normatif, merupakan metode

pengumpulan data yang membahas doktrin-doktirn atau asas-asas

dalam ilmu hukum.

b. Melalui penelitian perundang-undangan serta wawancara yang erat

kaitan nya dengan pembahasan penelitian ini juga dikumpulkan,

bahan hukum yang telah berhasil di kumpulkan tersebut selanjudnya

akan di lakukan penyuntingan bahan hukum, pengklarifikasian

bahan hukum yang relevan dan penguraian secara sistematis.
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1.9.4 Analisis Data

Analisis bahan hukum ini menggunakan metode deduktif dalam

penalaran hukum. Metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan

premis mayor dan kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis

ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion33.

1.9.5 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 9 (sembilan) bulan, dimulai dari

bulan Januari 2019 sampai bulan September 2019. Penelitian ini mulai

dilaksanakan pada bulan Januari 2019 pada minggu ketiga, yang

meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra

proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data,

bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

1.9.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan mengikuti uraian skripsi ini maka dalam

sistematika penulisan ini disusun menurut urutan sebagai berikut :

Bab pertama menjelaskan tentang latar belakang. Dirumuskan

permasalahannya berdasarkan penjelasan tersebut. dan kajian pustaka

yang menjelaskan tentang landasan dari penulisan skripsi. Kemudian

metode penelitian normatif yuridis yang termasuk salah satu syarat

penelitian, yang mengemukakan tentang jenis penelitian, sumber data

yang di gunakan cara pengumpulan data, cara menganalisis data dan

sistematika penulisan.

33 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hal 47
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Bab kedua membahas mengenai bentuk pengaturan hukum bagi

pengguna jasa prostitusi online, sub bab pertama membahas mengenai

bentuk pengaturan hukum bagi pengguna jasa prostitusi online. Sub bab

kedua membahas mengenai unsur – unsur yang dikategorikan sebagai

penguna jasa prostitusi online.

Bab ketiga membahas mengenai pertanggung jawaban pengguna

jasa prostitusi online. Sub bab pertama membahas mengenai bentuk sanksi

bagi pengguna jasa prostitusi online. Selanjutnya, sub bab kedua membahas

mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi online.

Bab keempat merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan

dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir ini akan

menguraikan mengenai kesimpulan dari bab-bab yang sebelumnya. Dan

kemudian diberikan saran yang tepat, dan yang sesuai dengan

permasalahan yang ada, dan dapat memberikan manfaat.


